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BAB II
TELAAH PUSTAKA
2.1  Pengertian UED-SP Delima
Usaha ekonomi desa simpan pinjam UED-SP DELIMA adalah Lembaga
keuangan dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat desa dalam
memberikan pinjaman bergulir kepada masyarakat desa dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku. (Permendagri No. 42 Tahun 2007 ).
2.2 Pengertian Evaluasi
Evaluasi berasal dari kata “to evaluate” yang berarti menilai. Disamping
kata evaluasi terdapat pula istilah measurement yang berarti mengukur Pengertian
evaluasi menurut Isbandi (2008 : 252) sebagai proses dari warga dan petugas dan
terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat
sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Karena dengan keterlibatan warga
pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk
melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam komunitas untuk
melakukan pengawasan secara internal dalam jangka panjang diharapkan akan
dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan
memanfaatkan sumberdaya yang ada. Program pemberdayaan ekonomi
masyarakat ini menampung semua keperluan usaha masyarakat dan memberikan
pinjaman uang kepada masyarakat untuk membuat usaha dalam memenuhi
kebutuhan pokok masyarakat, terutama kepada masyarakat kelas ekonomi lemah
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atau masyarakat miskin. Kurtomo (2004:55 ) Kemiskinan dapat disebabkan oleh
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian
kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga
pengertian :
1. Kemiskinan Relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya
telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah
kemampuan masyarakat sekitarnya.
2. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam
golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah
garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
3. Kemiskinan Kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap
seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha
memperbaiki tingkat kehidupan.
Proses evaluasi dapat diharapkan akan memberikan umpan balik yang
berguna bagi perbaikan suatu program ataupun kegiatan sehingga bila diperlukan
dapat dilakukan kembali permasalahan yang dirasakan masyarakat ataupun
terhadap sumber daya yang tersedia karena pelaku perubahan juga menyadari
bahwa tolak ukur suatu masyarakat juga dapat berkembang sesuai dengan
pemenuhan kebutuhan yang sudah terjadi. Evaluasi itu sendiri dapat dilakukan
pada input, proses, dan juga pada hasil.
Evaluasi Gilbert Sax (1980 : 18) bahwa evaluasi adalah suatu proses yang
sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari suatu,
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berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan
keputusan. Berdasarkan pengertian ini, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan
lebih lanjut yaitu:
1. Evaluasi adalah suatu prosers bukan suatu hasil (produk). Hasil yang
diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang
menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada
pemberian nilai dan arti adalah evaluasi.
2. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuau, terutama yang
berkenaan dengan nilai dan arti.
3. Evaluasi kebijakan adalah subarsono (2010:119-122) adaah kegiatan
untuk meneliti tingkat kinerja suatu kebijakan, semakin strategis suatu
kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk
melakukan evaluasi.
Menurut James Anderson dalam Nugroho (2009 : 541) membagi evaluasi
kebijakan menjadi tiga. Tipe pertama, Evaluasi kebijakan publik yang dipahami
sebagai kegiatan fungsinal.  Tipe kedua evaluasi yang memfokuskan pada
bekerjanya kebijakan. Tipe ketiga Evaluasi kebijakan yang melihat secara objektif
program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi
masyarakat dan sejauh mana tujuan yang telah dinyatakan telah tercapai. Evaluasi
adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah
tercapai.
Evert Vedung (2004:52) mengemukakan empat kriteria merit dalam
evaluasi program sebagai berikut:
1. Efektif. Derajat pengaruh (pencapaian tujuan, mengabaikan biaya-biaya.
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2. Produktifitas keluaran melalui biaya.
3. Efisiensi ialah nilai uang dari pengaruh program dengan menghitung uang
biaya program.
4. Efisiensi adalah pengaruh program dalam pengertian fisik melalui
menghitung uang biaya program.
Menurut Suharsini Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009:7),
terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah
sebagai berikut :
a. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang
sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, Sedangkan dalam evaluasi
program pelaksanaan ingin seberapa tinggi mutu  atau kondisi sesuatu
sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul
dibandingkan dengan criteria atau standarb tertentu.
b. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalahkarena
ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, Sedangkan dalam evaluasi
program pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa
sebabnya
Evert Vedung (2004:32) Evaluasi adalah layanan kondisional kepada
lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai  control atas alokasi sumber-
sumber pendidikan. Evalusi ini memberikan validasi eksternal kebijakan sebagai
tukar kepatuhan terhadap rekomendasi. Nilai-nilai berasal dari persepsi
evaluatorterhadap kewajiban konstitusional dan moral dari birokrasi.
Prof. Dr, Suharsimi Arikunto (2001:25) menjelaskan Evaluasi adalah
kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai
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dan untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan
efisien. Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program
merupakan penelitian evaluatif, Pada dasarnya penelitian evaluatif dimakssudkan
untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan. Dalam rangka menentukan
rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk
menentukan kebijakan selanjutnya.
2.3 Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat. (Widjaja, 2002, 76). Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan kesatuan republik indonesia. (Widjaja, 2002, 76).
Daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat akan hukum yang mempunyai
batas wilayah tertentu yang berhak, berwewenang dan berkewajiban mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik
indonesia. Daerah otonom merupakan penyelenggaraan atas desentralisasi,
sehingga untuk dibentuk dan disusun :
a. Daerah tingkat I atau daerah khusus ibu kota negara .
b. Daerah tingkat II pada undang-undang no 22 tahun 1999 istilah dari I dan
II cukup ditulis dengan provinsi dan kabupaten dengan tidak mengurangi
arti keotonomian. Dalam menjalankan pemerintahan didaerah, selain
kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang masimg-masing
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sebagai unsur pengurus dan pengatur didaerah, dibentuk pula berkaitan
daerah dan dinas-dinas otonom.
Otonomi daerah itu  sendiri berarti hak wewenang dan kewajiban suatu
pemerintah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Fungsi mengatur, diberikan
kepada aparat legislatif yaitu DPR. Itulah sebabnya DPRD  pada daerah masing-
masing ketentuan yang berlaku (Kencana Syafii, M,si, 64, 2011). Otonomi
adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perundang-undanagn No.
32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah
adalah kewenagan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi msasyarakat.
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, otonom daerah adalah sendiri
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Otonomi daerah adalah dapat
diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintaha dan kepentingan  masyarakat
setempat menurut  aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya  guna dan hasil
guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-
undanagan.
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Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat menurut
prakrsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarkat. Pelaksanaan  otonomi daaerah
selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan
globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan
yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab , terutama dalam mengatur
memanfaatkan dan mengali sumber-sumber potensi yang ada  di daerah masing-
masing.
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan daerah
pemerintahan pusat ke daerah tingkat atas nya  kepada pemerintah daerah untuk
mengurus rumah tangganya , (Syafie, 55:3011).
Desentralisasi dalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala
wilayahatau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat –pejabat
daerah .Dalam hubungan kelembagaan pelaksaan otonomi daerah yang tidak
dikelola dengan baik dapat menjadi bumerang dan menimbulkan masalah-masalah
baru mungkin lebih parah. (Wijarnako, 19:2004 ).
2.4   Otonomi desa
Secara historis desa merupakan Cikal bakal tergantung masyarakat politik
dan pemerintah diindonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Proses
reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998
tentang pemerintahan daerah yang mencabut undang-undang Nomor 5 tahun 1979
tentang pemerintahan desa dan kelurahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan
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desa telah diatur dalam pasal 707 tentang sumber keuangan desa terdiri dari
pendapatan asli desa, bantuan darikabupaten pemerintah provinsi dan pemerintah,
serta sumber penerimaan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Pendapatan asli
desa ( PAD ) yaitu hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta
gotong royong dan pendapatan lain yang syah, sedangkan yang dimaksud bantuan
dari pemerintah kabupaaten yaitu bagin dari perolehan pajak dan retribusi daerah
serta bagian dari danperimbangankeuangan pusat dan daerah.
Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk
bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandiriannya ini
diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam
pembangunan sosial dan politik. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah
berdasarkan asal-usul dana adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan
wewenang dari pemerintah. Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial  budaya yang ada pada
masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa
tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi
wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturan kepada desa.
2.5 Pandangan Islam Tentang Evaluasi Kerja
Evaluasi berasal dari kata “to evaluate” yang berarti menilai.Disamping
kata evaluasi terdapat pula istilah measurement yang berarti mengukur.
Pengukuranadalah usaha untuk memahami kondisi-kondisi objektif tenang
sesuatu yang akan dinilai. Penilaian dalam islam akan objektif apabila
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disandarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadits. Suharsimi Arikunto
mengajukan tiga istilah dalam pembahasan evaluasi yaitu, pengukuran, penilaian
dan evaluasi. Pengukuran (measurement) adalah membandingkan sesuatu dengan
suatu ukuran. Pengukuran ini bersifat kuantitatif. Penilaian adalah mengambil
suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk penilaian ini
bersifat kualitatif, sedangkan evaluasi mencakup pengukuran dan penilaian.
Sedangkan penilaian shalat berkaitan dengan adab-adab dalam
pelaksanaan shalat seperti keikhlasan, kekhusuan, dan sebagainya. Penilaian
biasanya lebih sulit daripada pengukuran apabila dikaitkan dengan nilai-nilai
keagamaan, dimana yang berhak menilai sesuatu yang batiniah adalah wewenang
Allah. Dalam Al-Quran dan Al-Hadits banyak kita temui tolak ukur dalam
pendidikan islam. Misalnya tolak ukur shalat yang sempurna adalah dapat
mencegah seseorang dari perbuatan keji  mungkar.
Terdapat makna evaluasi dalam Al-Quran, diantaranya:
1. Al-Hisab
Memiliki makna mengira, menafsirkan menghitung, dan
menganggap, misalnya dalam Al-Quran :
 ُءآََشی نَِمل ُِرفَْغَیف ُالله ِِھب مُكْبِساَُحی ُهُوفُْخت َْوأ ْمُكُِسفَنأ ِيفاَم اوُدُْبت ِنإَو
 ٌریَِدق ٍءْىَش ِّلُك َىلَع ُاللهَو ُءآََشی نَم ُب ِّذَُعیَو
“Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dihatimu atau kamu
menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan
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kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah akan mengampuni bagi siapa
yang dikehendaki” (Q.S Al-Baqarah : 284)
2. Al-Bala
Memiliki makna cobaan ujian. Misalnya dalam al-quran: surat al-
Mulk ayat :
 ُزیِزَعْلا َُوھَو ًلاَمَع ُنَسَْحأ ْمُكَُّیأ ْمُكَُولَْبِیل َةَایَحْلاَو َتْوَمْلا ََقلَخ يِذَّلا
 ُرُوفَغْلا
“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di
antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha
Pengampun”,
3. Al-hukm
Memiliki makna putusan atau vonis misalnya dalam al-quran surat
an-naml ayat 78
 ُمِیلَعْلا ُزیِزَعْلا َُوھَو ِھِمْكُِحب ُمَھنَْیب يِضَْقی َكَّبَر َِّنإ
“Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka
dengan keputusan-Nya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”
4. Al- qodo
Memiliki arti putusan misalnya dalam al-quran surat toha ayat 72
 َانََرَطف يِذَّلاَو ِتَانَِّیبْلا َنِم َانَءآَجاَم َىلَع َكَِرثْؤُّن َنل اُولَاق ِضْقَاف
َآیْن ُّدلا َةَایَحْلا ِهَِذھ يِضَْقت اَمَِّنإ ٍضَاق َتَنأاَم
Mereka berkata: “Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu
daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami
dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami, maka putuskanlah apa
yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat
memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja.
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5. An-Nazhar
Memilki makna melihat misalnya dalam al-Quran surat An-Namal
ayat: 27
ا َنِم َتنُك َْمأ َتْقَدََصأ ُُرظَننَس َلَاق َنِیبِذاَكْل
Berkata Sulaiman: “Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk
orang-orang yang berdusta.
2.6 Kerangka Berpikir Penelitian
Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat
dibuat sebuah kerangka berpikir sebagai berikut :
Gambar II.1 : Kerangka berpikir.
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Berdasarkan gambar II.1 di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan
Program Pemberdayaan desa (UED-SP) sangat dipengaruhi oleh adanya tertumpu
pada pembangunan, Berdasarkan gambar II.1 di atas, dapat dipahami bahwa
pelaksanaan Program Pemberdayaan desa (UED-SP) sangat dipengaruhi oleh
adanya tertumpu pada pembangunan, Mendorong perekonomian masyarakat desa,
Meningkatkan jiwa beerusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah,
Mendorong sektor informal untuk  penyerapan tenaga kerja, Memelihara dan
meningkatkan kebiasaan hidup dan gotong royong.
2.7 Definisi Konsep
Defenisi konsep dalam penelitian ini digunakan agar tidak terjadi kesalahan
persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan-batasan
pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya yaitu :
a. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis yang dilakukan
dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu kegiatan atau program
tertentu telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum.
b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/
meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun
berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya
peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.
c. UED-SP adalah suatu lembaga keuangan mikro yang bergerak
dibidangnya simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa yang
diusahakan serta dikelolah masyarakat desa.
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2.7.1 Konsep Operasional Penelitian
Untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian dan menghindari
salah pengertian dan pemahaman terhadap penelitian ini maka penulis perlu
mengoperasionalkan variabel-variabel yang akan digunakan sebagai landasan
dalam penelitian ini antara lain:
2.7.2 Indikator
Tabel 2.1 Indikator
1. Menjelaskan peluang-peluang usaha ekonomi masyarakat desa.
2. Pinjamaan dana bergulir.
3. Meningkatkan pendapatan penduduk desa.
4. Kemandirian.
5. Demokratis.
6. Mempermudah masyarakat untuk mena untuk untuk menabung.
Peraturan Gubernur Riau  Nomor: 21 Tahun  2011.
Variabel Indikator
Evaluasi program UED-SP 1. Menjelaskan peluang-peluang usaha
ekonomi masyarakat desa.
2. Pinjamaan dana bergulir.
3. Meningkatkan pendapatan penduduk desa.
4. Kemandirian.
5. Demokratis.
6. Mempermudah masyarakat untuk mena
untuk untuk menabung.
.
Sumber:UED-SP Desa LimauManis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
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2.8  Penelitian Terdahulu
Penelitian Terdahulu ini dilaksanakan  oleh  Jefrizal yaitu Tahun 2013
denagn Judul Analisis Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha
Ekonomi Desa Simpan–Pinjam(UED-SP) Pancer Jaya Desa Pantai Cermin
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pelaksanaan Program Program
Pemberdyaan Desa/Kelurahan (PPD) adalah salah satu program penanggulangan
kemiskinan sebagai upaya yang merupakanya percepatan penyelesaian rendahnya
kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah. Dalam Agenda
Nasional (Propenas) dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004
dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi riau melalui Surat
Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005
mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD)
yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta
menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha desa. Program Pemberdayaan Desa
adalah (PPD) Program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian
Dana Usaha Desa. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menampung
semua keperluan usaha masyarakat dan memberikan pinjaman uang kepada
masyarakat untuk membuat usaha dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Dan adapun Tujuan daripada UED-SP ini adalah :
1. Untuk mendorong kegiatan prekonomian masyarakat desa Meningkatkan
jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah
2. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja
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3. Memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong-royong dan
gemar menabung dikalangan masyarakat desa.
Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) ini merupakan
salah satu program pemerintah yang mengurangi dan mengentaskan kemiskinan,
yaitu melalui pemberian dana pinjaman modal bagi pengusaha menegah kebawah.
Untuk pelaksanaan kegiatan modal usaha Desa/Kelurahan Pemerintah membentuk
satu lembaga khusus yang disebut dengan usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam
(UED-SP). Pembentukan pengelola dilakukan melalui forum resmi musyawarah
seluruh elemen dan peran serta kelurahan yang dipimpin oleh kepala Desa yang
difasilitasi oleh konsultan pendamping yang selanjutnya pengelola UED-SP harus
mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota. Berdasarkan keputusan Desa
Nomor.141/KPTS/08/km/2009 tanggal 29 juni 2009.
Melalui rapat Kelurahan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
dibentuk suatu Lembaga Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)
”PANCER JAYA” yang berfungsi sebagai Lembaga keuangan Kelurahan melalui
mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana usaha kelurahan dari penyaluran
kredit tersebut Dana ini berasal dari dana shering Pemerintah kabupaten/Kota
Kepada desa/Kelurahan. Sebagai mana tertuang dalam surat Menteri dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SK Tentang Pedoman Alokasi Dana
sharing dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa/Kelurahan tanggal 22
Maret 2005.
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Kesimpulannya Desa Pantaicermin Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar merupakan salah satu lokasi penerima Program Pemberdayaan
Desa/Kelurahan yang menerima bantuan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pada tanggal 29 juni 2009  dibentuk suatu
Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) berdasarkan petujuk
teknis Program oleh BPPM Provinsi Riau di Desa Pantaicermin. Usaha Ekonomi
Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) yang berada di Desa Pantaicermin Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar merupakan lembaga yang mengelola Dana Usaha
Desa/Kelurahan di tempat bersangkutan.
Bantuan dana yang dikucurkan oleh Pemerintah kepada Usaha Ekonomi
Desa Simpan Pinjam (UED-SP) PANCER JAYA sebanyak Rp.500.000.000,- dan
sudah tersalurkan semuanya. Jumlah dana yang diterima masing-masing
pemohon/warga sesuai ketentuan dan kelayakan anggunan, artinya anggunan
menentukan jumlah dana yang bias dipinjamkan.
Besar dana yang sudah dipinjamkan berkisar antara Rp.2.000.000 s/d
20.000.000 perorangan degan jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 18
bulan sebagai mana di amanatkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor15
Tahun 2006. Bentuk riil dari program ini adalah untuk melayani masyarakat
pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari desa yang ada di
kecamatan tapung. Hubungan penelitian  penulis  dengan  penelitian  terdahulu
ini adalah adanya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) sangatlah
membantu Penanggulangan perekonomian masyarakat Desa.
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Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menampung semua
keperluan usaha masyarakat dan memberikan pinjaman uang kepada masyarakat
untuk membuat usaha dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dan sama-
sama memiliki Tujuan daripada UED-SP ini tersebut  yaitu :
1. Untuk mendorong kegiatan prekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja
4. Memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong-royong dan
gemar menabung dikalangan masyarakat desa.
Sasaran UED-SP ini adalah Masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensi sumber
daya yang ada.
2.9 Penelitian Terdahulu
Penelitian Terdahulu ini dilakukan oleh Ratih  Putri  Yana  yaitu  Pada
Tahun 2009, Dengan Judul Peranan Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam ( UED-
SP) Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat didesa  kecamatan  kampar utara
kabupaten kampar. Pelaksanaan program pemberdayaan desa pada tahun 2005
merupakan  tahapan  proyek  percobaan  dari program pemrintah. Oleh karena itu,
pihak pemerintah harus berhati-hati dalam  menentukan  desa  sebagai  sasara
program  menjadi  bahan  pertimbangan  yang  sangat  penting  agar  tercapainya
tujuan  yang  diinginkan.
Ada  tiga  kriteria  dalam  penentuan  desa  yang  ditetapkan  oleh
program  pemberdayaan desa ( PPD )  yaitu:
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1. Desa  tersebut  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan secara ekonomi.
2. Desa  tersebut  memiliki  potensi  sumber  daya  manusia  yang  memadai.
3. Desa  tersebut  memiliki kelembagaan  desa  yang  memadai.
Perkembangan dari  program pemberdayaan  desa yang  dilaksanakan
oleh pemerintah  membawa  dampak  positif  bagi masyarakat desa yang masih
hidup dibawah garis kemiskinan. Karena dengan program ini mereka bisa
mendapatkan modal untuk membuka usaha yang mereka lakukan. Kepala badan
pemberdayaan dan perlindungan masyarakat  ( BPPM ) yaitu Tezzy Dahlan
menjelaskan bahwa program (UED-SP ) pada pada tahun 2006 sudah menyentuh
sebanyak 107 desa diriau dari sekitar 1400-an desa diprovinsi ini. Pada tahun
2007 jumlahnya menjadi 228 desa, tahun 2007 ditargetkan untuk 44 desa dari
APBD riau dan  sisanya  menjadi  sharing  dari  kabupaten  atau  kota.
Pada  tahun  2008  provinsi riau menargetkan bantuan dana 27,5   milyar
untuk  55  desa  dan   menganggarkan  58 Milyar untuk 116 desa. Total bantuan
usaha ekonomi desa diberikan oleh provinsi  sebanyak 205,3 Milyar  kepada  438
desa. Berdasarkan  evaluasi 30  desember  2007  dana  yang  digulirkan  mencapai
119.300.00.000., Dengan  tingkat  pemgembalian  mencapai  95%. Dengan
penambahan desa-desa  yang  mendapatkan  program  ini  maka  diharapkan
mengurangi  tingkat  kemiskinan  diriau  dapat  dibatasi.
Program  pemberdayaan  desa  memberikan bantuan  dana  yang dapat
dimanfaatkan  untuk  kegiatan ekonomi  yang  sipatnya  bergulir  berbentuk
usaha  ekonomi  desa simpan–pinjam  (UED-SP). Dengan adanya  (UED-SP) ini
dapat  memberikan pinjaman modal  dengan  bunga  yang  relatif  kecil  sehingga
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terjangkau  oleh  masyarakat untuk  membayarnya.  Program  permberdayaan
desa  merupakan  suatu program  yang  tertuang  dalam  program  pembangunan
nasional (Propenas).
Salah  satu desa yang mendapatkan  bantuan  dana ini  adalah Desa Sawah
Kecamatan  Kampar  Utara  Kabupaten  Kampar, yang  memiliki  latar  belakang
sesuai  dengan  kriteria  dari  Program  Pemberdaayan  Desa.  Berdasarkan  studi
pendahuluan  yang  dilaukan  pada  aktivitas  (UED-SP) Didesa Sawah penulis
menemukan  bahwa Usaha Ekonomi  Desa  Simpan-Pinjam (UED-SP)
Ditemukannya gejala-gejala  sebagai  berikut :
1. Adanya  kemudahan  anggota  dalam  meminjam  modal  pada  Usaha
Ekonomi  Desa Simpan-Pinjam (UED-SP).
2. Penghasilan  masyarkat  semakinn meningkat, terbukti  ditemukannya
daya  beli  masyarakat  semakin  naik.
3. Meningkatnya  mutu  pendidikan  anak-anak  Didesa  Sawah Kecamatan
Kampar utara Kecamatan  Kampar.
Kesimpulan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah
Lembaga Keuangan Mikro  (LKM) yang  dibentuk  oleh  desa/ kelurahan melalui
musyawarah dan untuk mengelolah Dana Usaha Ekonomi Desa  yang  berasal dari
kegiatan simpa-pinjam masyarakat. Dan ekonomi masyarakatberasal dari bahasa
yunani yaitu Oicos dan Nomos. Oicos  yaitu  rumah  tangga da Nomos yaitu
aturan, Berarti ekonomi  yaitu  aturan  rumah  tangga.
Hubungan  penelitian  penulis  dengan  penelitian  terdahulu  ini  adalah
adanya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) sangatlah membantu
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Penanggulangan perekonomian masyarakat Desa. Program pemberdayaan
ekonomi masyarakat ini menampung semua keperluan usaha masyarakat dan
memberikan pinjaman uang kepada masyarakat untuk membuat usaha
dalambentuk pinjaman dana bergulir, guna memenuhi kebutuhan pokok
masyarakat. Dan sama-sama memiliki Tujuan daripada UED-SP ini tersebut
yaitu:
1. Untuk mendorong  kegiatan  prekonomian  masyarakat  desa
2. Meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja
4. Memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong-royong dan
gemar menabung dikalangan masyarakat desa.
Sasaran UED-SP ini adalah Masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensi sumber
daya yang ada.
